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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR   \\C   TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022-2024  .

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang    :   a.    bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   30
Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pengusulan,  Penetapan
dan   Pembinaan   Reformasi   Birokrasi  pada  Pemerintah
Daerah,  perlu  diatur  Pedoman  Pelaksanaan  Reformasi
Birokrasi   dilingkungan    Pemerintah   Kabupaten   Kubu
Raya;

b.    bahwa      berdasarkan       pertimbangan       sebagalmana
dimaksud  dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Roac! Mczp Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024;

Mengingat       :    1.  Undang-Undang     Nomor     28     Tahun      1999     tentang
Penyelenggal.aarl   Negara   yang   Bersih   dan   Bebas   darn
Korupsi,     Kolusi    dan    Nepotisme    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1999  Nomor  75,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia.   Nomor   5587)   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua
atas   Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3.  Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tentang
Administrasi  Pemerintahan  (I+embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 292,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4.  Peraturan Presiden Nomor 81  Tahun 2010 tentang Grcznd
DestgrL Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   30   Tahun   2012   tentang
Pedoman     Pengusulan,     Penetapan     dan     Pembinaan
Reformasi   Birokrasi   pada   Pemerintah   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);



6.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi   Birokrasi   Nomor   37   Tahun   2013   tentang
Pedoman   Penyusunan   Road   Map   Reformasi   Birokrasi
Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

7.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020  tentang Roac!
Map    Reformasi    Birokrasi    2020-2024    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun
2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah
Daerah  (I.embaran Daerah  Kabupaten Kubu  Raya Tahun
2019  Nomor  5,  Tambahan  I,embaran  Daerah  Kabupaten
Kubu   Raya   Nomor   65.A)    sebagaimana   telah   diubch
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3
Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Kubu   Raya   Nomor   5  Tahun   2019   tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024   (I.embaran   Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya
Tahun   2021   Nomor   3,   Tambahan   Lembaran   Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   ROAD   MAP   REF`ORMASI
BIROKRASI  PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA TAHUN
2022-2024.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.    Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.    Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.    Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5.    Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur  pembantu  Bupati  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6.   Tim   Pengarah   adalah   Tim   Pengarah   pada   Kegiatan   Monitoring   dan
Evaluasi     Pelaksanaan     FTogram     Reformasi     Birokrasi     Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

7.   Tim   Pelaksana  adalah  Tim  Pelaksana  pada  Kegiatan   Monitoring  dan
Evaluasi     Pelaksanaan     Program     Reformasi     Birokrasi     Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

8.   Tim Penilaian Mandiri Pelcksanaan Reforrmsi Birokrasi yang selanjutnya
disingkat   Tim    PMPRB    adalah   Tim    Penilaian    Mandiri    Pelaksanaan
Reformasi     Birokrasi     secara     onzz.rle     pada     Pemerintah     Kabupaten
Kubu Raya.

9.   Penilalan   Mandiri   Pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi  yang   selanjutnya
disingkat  PMPRB  adalah  instrumen  penilaian  kemajuan  pelaksanaan



disingkat  PMPRB   adalah   instrumen   penilaian   kemajuan   pelaksanaan
reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri /sez/ assessement/ oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

10. Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  yang  selanjutnya  disingkat  APIP
adalah  Aparat  Pengawas  lntern  Pemerintah  di  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya.

11. Reformasi  Birokrasi  adalah  proses  menata  ulang  birokrasi  dari  tingkat
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
1angkah  bertahap,  konkret,  realistis,  surlgguh-sungguh,  berfikir  diluar
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

12.  Grortcz  Deskyn  Reformasi  Birokrasi  adalah  rancangan  induk  yang  berisi
arah  kebijakan  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  Nasional  untuk  kurun
waktu 2020-2024.

13. Road    Map    Reformasi    Birokrasi    adalah    dokumen    dalam    bentuk
operasionalisasi   Granc!  Deskyri  Reformasi   Birokrasi  yang  disusun   dan
dilakukan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  dan  merupakan  rencana  rinci
pelaksanaan    refomasi    birokrasi    dari    satu    tahapan    ke    tahapan
selanjutnya selama 5 (lima.) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

14. Road  Map  Refomasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya  yang
selanjutnya disebut  Roacz M.qp Reformasi  Birokrasi adalah  rencana kelja
rinci  dan  berkelanjutan  yang  menggambarkan  pelaksanaan  reformasi
birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024.

15. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang
selanjutnya  disebut  Rencana  Aksi  Reformasi  Birokrasi  adalah  langkah-
langkah rinci yang   diambil untuk mencapal tujuan jangka panjang atau
jangka  pendek  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  Pemerintah  Kabupaten
Kubu Ra.ya Tahun 2022-2024.

Pasal 2

Maksud   disusunnya   Peraturan   Bupati   ini   sebagal   dasar   pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan    disusunnya    Peraturan    Bupati    ini    untuk    memberikan    arah
pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi  di  lingkungan   Pemerintah   Daerah   agar
bejalan  secara  efektif,  efisien,  terukur,  konsisten,  terintegrasi,  melembaga
dan berkelanjutan.

BAB 11
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

( 1) J3oczc! Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024  sebagalmana tercantum
dalam   Lampiran   I   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Roes  Map  Reformasi   Birokrasi   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I         :    PENDAHULUAN;

BABII        :    EVALUASI      CAPAIAN      DAN      PELAKSANAAN      REF`ORMASI

BIROKRASI PEMBRINTAII KABUPATEN KUBU RAYA;



BABIV      :    SASARAN     DAN     STRATEGI      PELAKSANAAN     REFORMASI

BIROKRASI 2022-2024;

BABV

BAB VI

MANAJEMEN  PELAKSANAAN  REFORMASI  BIROKRASI  2022-

2024;

PENUTUP

(3) Pelaksanaan  Roes Map Reformasi Birokrasi  sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022-
2024  sebagaimana tercantum dalam Lanpiran 11 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   \\C  TAHUN  2021
TENTANG
ROAD J\4AP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH    KABUPATEN    KUBU
RAYA TAHUN 2022-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi  Birokrasi  memasuki  periode  ke  3  (tiga)  dari  tahapan  lima
tahunan pelaksanaan Granc! Desi.g7i Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-

2025. Reformasi Birokrasi ini hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelengga.raan
pemerintahan  terutama  menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan  (organisasi),
ketatalaksanaan   (bust.7tess  process)   dan   sumber   daya   manusia   aparatur.
Reformasi   birokrasi   dilaksanakan   dalam   rangka   mewujudkan   tata   kelola

pemerintahan yang baik dan  berkelas dunia yang dicirikan dengan  beberapa
hal,  yaitu  pelayanan  publik  yang  semakin  berkualitas  dan  tata  kelola  yang
semakin efektif dari efisien.

Sebagai    langkah    awal    dari    pelaksanaan    reformasi    birokrasi    di
Kabupaten periode ketiga, telah disusun Roc2c! Map Reformasi Birokrasi Tahun

2022-2024.  Rencana  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dijabarkan  dalam  peta

jalan   (RoczcZ   Map)   reformasi   birokrasi   yang   akan   menjadi   panduan   bagi

pengelola   reformasi   birokrasi   pada   tingkat   kabupaten   maupun   SKPD   di
lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan langkah-1angkah konkrit
memperbaiki  kualitas  birokrasi  pemerintahan.  Roczd Mcip  Reformasi  Birokrasi

ini  merupakan  kelanjutan  dari  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah
Kabupaten  yang  telah  dimulai  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2024  kedepan
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Reformasi Birokrasi
Pemerinta.h Kabupaten bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih. Sasaran Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai, yaitu:
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

2. Birokrasi yang Kapabel;

3. Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam  RoczcZ  Mczp  Reformasi  Birokrasi  2022-2024  ini,  asas  yang  akan

dikedepankan   adalah   Fokus   dan   Prioritas.   Fokus   berarti   bahwa   upaya
Reformasi  Birokrasi  aka.n  dilakukan  secara  fokus  pada  akar  masala.h  tata
kelola  pemerintahan.  Prioritas  berarti  setiap  instansi  akan  memilih  prioritas



perbalkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya
dan tantangan yang dihadapi.

Untuk mencapai  sasaran tersebut,  terdapat beberapa program prioritas

yang akan dilaksalakan disestlai dengan kapa§ifas dan kewenangan didaerah
yang  dituangkan  dalam  Rencana  Aksi  Tahunan  Reformasi  Birokrasi  adalah
pada bidang:

1.   Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah
Sesuai  dengan  kondisi  umum  yang  telah  dicapai  pada  Reformasi

Birokrasi  periods  sebelumnya,  reformasi  birokrasi  2022-2024  Pemerintah
Kabupaten difokuskan pada 3 (tiga) fokus perubahan yaitu sebagai berikut:
a.   Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
b.   Peningkatan Kualitas pengawasan.
c.    Peningkatan Akuntabilitas Kinelja.

2.   Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan SKPD.
Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan

profil kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan
tepat  ukuran.  Organisasi  pemerintah  daerah  saat  ini  dihadapkan  pada
tantangan  yang  tidak  mudah  dalaln  pencapaian  birokrasi  kelas  dunia.
Untuk   mencapai   hal   tersebut   maka   penyederhanaan   struktur   dan
kelembagaan birokrasi menjadi  salah  satu  area perubahan dari refomiasi
birokrasi   yang   harus   dilaksanakan.    Penyederhanaan    struktur    dan
kelembagaan    birokrasi    SKPD    di    lingkungan    Pemerintah    Kabupaten
merupakan  langkah  awal  dalam  transformasi  kelembagaan  pem€rintah
daerah  agar  struktur  organisasi  yang  mengutamakan  kelompok jabatan
fungsional.   Hal  ini  juga  merupakan  quiefe  u;{ns  mandcztorty  yang  harus

dicapai dalam waktu cepat.
3.   Transformasi Digital

Pesatnya   perkembangan   teknologi   berdampak   pada   pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya
teknologi digital.  Tantangan  global proses-proses pelayanan  pemerintahan
berbasis  digital  atau  elektronik melalui  menSmplementasikan  tata kelola
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  sesuai  dengan  rencana

yang  telah  ditetapkan  didalam  Dokumen  Perencanaan  SPBE  Pemerintah
Kabupaten Tahun 2022-2024 secara terpadu. 01eh karena itu, peningkatan

Sarana    dan    Prasarana   Telmologi    Informasi    dan    Komunikasi    yang



perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya
dan tantangan yang dihadapi.

Untuk mencapal sasaran  tersebut,  terdapat beberapa program prioritas

yang akan dilaksanakan disesuai dengan kapasitas dan kewenangan didaerah
yang  dituangkan  dalam  Rencana  Aksi  Tahunan  Reformasi  Birokrasi  adalah
pada bidang:

1.   Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah

Sesuai  dengan  kondisi  umum  yang  telah  dicapai  pada  Reformasi
Birokrasi  periode  sebelumnya,  reformasi  birokrasi  2022-2024  Pemerintah

Ka.bupaten difokuskan pada 3 (tiga) fokus perubahan yaitu sebagai berikut:

a..   Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
b.   Peningkatan Kualitas pengawasan.

c.    Peningkatan Akuntabilitas Kinelja.

2.   Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan SKPD.
Penataan  dan  penguatan  organisasi  dilakukan  untuk  mendapatkan

profil kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi,  tepat proses dan
tepat  ukuran.  Organisasi  pemerintah  daerah  saat  ini  dihadapkan  pada
tantangan  yang  tidak  mudah  dalam  pencapaian  birokrasi  kelas  dunia.
Untuk   mencapai   hal   tersebut   maka   penyederhanaan    struktur   dan
kelembagaan  birokrasi menjadi  salah  satu  area perubahan  dari reformasi
birokrasi    yang    harus    dilaksanakan.    Penyederhanaan    struktur    dan
kelembagaan    birokrasi    SKPD    di    lingkungan    Pemerintah    Kabupaten
merupakan  langkah  awal  dalam  transformasi  kelembagaan  pemerintah
daerah  agar  struktur  organisasi  yang  mengutamakan  kelompok jabatan
fungsional.   Hal  ini  juga  merupakan   gut.cJc  zuz.ns  mandcztony  yang  harus

dicapai dalam waktu cepat.
3.   Transformasi Digital

Pesatnya   perkembangan   teknologi   berdampak   pada   pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya
teknologi  digital.  Tantangan  global  proses-proses  pelayanan  pemerintahan

berbasis  digital  atau  elektronik melalui  mengimplementasikan  tata  kelola
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  sesuai  dengan  rencana

yang  telah  ditetapkan  didalam  Dokumen  Perencanaan  SPBE  Pemerintah
Kabupaten Tahun 2022-2024 secara terpadu. 01eh karena itu, peningkatan
Sarana    dan    Prasarana    Teknologi    Informasi    dan    Komunikasi    yang



terintegrasi   di    Lingkungan    Pemerintah    Kabupaten    mendesak   untuk
dilaksanakan.

4.   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam   rangka   upaya   peningkatan   kualitas   pelayanan    kepada

masyarakat, adapun beberapa sasaran yang ingin dicapal adalah:
a.   Meningkatnya  kualitas  pelayanan   publik   (1ebih  cepat,   lebih   murah,

lebih ama.n, dan lebih mudah dijangkau).

b.   Meningkatnya jumlah  unit  pelayanan  yang  memperoleh  standardisasi

pelayanan.
c.   Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik.
d.   Implementasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten.

Beranjak dari pemaparan tersebut diatas,  maka pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kabupaten disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek,

jangka  menengah  dan  capaian yang dilakukan  dalam jangka waktu  5  (lima)
tahun  ke  depan   serta  bersifat  dinamis.   Dinamis  maksudnya  memberikan
kemungkinan  perubahan  berbagai  rencana  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang
dipandang  strategis  dan  urgen  pada  tahun-tahun  pelaksanaannya  dengan
tetap belpedoman pada Peta Jalan (Roacz Mczp) ini.



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif
Daftar isi
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN

BAB 11 EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

I.    Kebijakan Reformasi Birokrasi

11.   Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Ill.  Implementasi Program Reformasi Birokrasi

IV.  Dampak/ Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi
V.   Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ............ 21

BAB Ill ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A.   Lingkungan Reformasi Birokrasi

8.   Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI  PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2022-2024

A.   Tujuan

a.   Sasaran
C.   Strategi pelaksanaan
D.  Program dan Kegiatan
E.   OtA€ck Wijn Program dan Kegiatan 2022-2024

28

28

28

30

•..... _.._. 34

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024.. 52

A.   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
8.   Monitoring dan Evaluasi

BAB VI PENUTUP

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2023

RENCANA AKSI  REF`ORMASI BIROKRASI 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1,  Visi Reforrnasi Birokrasi

Gambar  1.2,   8 Area Perubahan dan 3 Sasaran Reformasi Birokrasi ............ 2

Gambar 2.1,  Indeks RB Pemerintah Kab. Kubu Raya



BABI

PENDAHULUAN

Refomasi Birokrasi memasuki periode ke  3  (tiga)  darn tahapan lima
tahunan  pelaksanaan  Grorrd  DesI.g7t  Reformasi  Birokrasi  Nasional  Tahun

2010-2025.    Pada    hakikatnya    merupakan    upaya    untuk    melakukan

pembaharuan  dan  perubahan  mendasar terhadap  sistem  penyelenggaraan
pemerinta.ham terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ,
ketatalaksanaan ( busi.rtess process) dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi  birokrasi  dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan  tata
kelola pemerintahan yang baik dan  berkelas  dunia yang dicirikan  dengan
beberapa  hal,  yaitu  pelayanan  publik yang  semakin  berkualitas  dan  tata
kelola   yang   semakin   efektif  dan   efisien.   Dengan   kata   lain,   reformasi
birokrasi  adalah  langkah  strategis  untuk  membangun  aparatur agar lebih
berdaya   guna   dan    berhasil   guna   dalam   mengemban    tugas   umum

pemerintahan   dan   pembangunan   nasional.   Selain   itu   dengan   sangat
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
serta  perubahan  lingkungan  strategis  menuntut  birokrasi  pemerintahan
untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Selanjutnya, dengan kondisi global akibat revolusi industri menuntut

penyesuaian  pada  aspek  tata  kelola  pemerintahan   untuk  memberikan
pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.   Hal  ini  terlihat  dari  semakin
masifnya   penggunaan   teknologi   informasi   oleh   masyarakat   dan   dunia
usaha.  Semakin  banyak masyarakat yang menginginkan  pelayanan  publik
dapat  diakses  secara  cepat,  mudah,  sederhana,  di  mama  saja,  dan  kapan
saja.  Selain  itu,  adanya  Pandemi  Coz#.d-19 juga  menjadi  tantangan  dalam
menyelenggarakan    pemerintahan    melalui    konsep    Ivez#    IVo7'7nczz    tanpa

menghalangi  kreativitas  dan  inovasi  melalui  penerapan  birokrasi  digital
dalam  meningkatan  pelayanan  dan  profesionalisme  SDM  aparatur.  01eh
karena itu  harus  segera diambil  langkah-langkah yang bersifat mendasar,
komprehensif,  dan  sistematik,   sehingga  tujuan  dan  sasaran  yang  telah
ditetapkan  dapat  dicapai  dengan  efektif  dan  efisien  melalui  percepatan

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Beranjak    dari    hal    tersebut,    pelaksanaan    reformasi    birokrasi
Pemerintah   Kabupaten   merupakan   sebuah   keharusan   yang   dilakukan
untuk memenuhi tuntutan perubahan di masyarakat melalui perbaikan tata
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kelola  pemerintahan   sehingga  birokrasi  Pemerintah   Kabupaten  memiliki
kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada
masyarakat,  mengurangi  praktek  KKN  secara  menyeluruh  di  semua  unit
ker].a dan meningkatkan kinerja aparatur.

RoczcZ  Mczp Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Tahun  2022-

2024  merupakan  peningkatan  secara  terus  menerus  kapasitas  birokrasi
sebagai  kelanjutan  dari  Reformasi  Birokrasi  pada  lima tahun  kedua yang
terdiri   dari   rencana   teknis   dan   detail   mengenai   perubahan   birokrasi

pemerintah  Kabupaten  dalam  kurun  waktu  lima tahun  mendatang  untuk
memberikan   arahan   mengenai  perubahan  yang  akan  dilakukan   untuk
mencapai 3  sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang
bersih  dan  akuntabel,  birokrasi  yang  kapabel  dan  pelayanan  publik yang

rlma.

Gambar  1.2 .

8 Area perubahan dan 3 Sasaran Reformasi Birokrasi

aBirokrasi      yang      Bersifi      danAkuntabel

Selaras  dengan  kebijakan  Road  Mcip  Reformasi  Birokrasi  nasional
dan Provinsi Kalimantan Barat,  Kabupaten memiliki visi dan misi ke depan
dalam rangka memastikan terciptanya. perbaikan tata kelola pemerintahan

yang   baik   sebagai   prasyarat   utama   pembangunan.    Visi   yang   telah
dirumuskan,  yang  diambil  dari  visi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten



terpilih periode 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang

Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius".

Reformasi Birokrasi pada dasamya adalah upaya untuk melakukan

perbaikan   kineria   birokrasi,    dengan   meningkatkan   kualitas   regulasi,
meningkatkan    efisiensi,    efektivitas    dan    akuntabilitas    seluruh    aspek

penyelenggaraan   pemerintahan   dan   meningkatkan   kualitas   pelayanan
kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan
masyarakat  kepada  pemerintah.  Pengertian  ini  tampaknya  sangat  mudah
untuk  dipahami,   tetapi   di   dalamnya  mengandung  kompleksitas  proses

perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap
struktur      organisasi      tetapi     juga      menyangkut      berbagai      proses

penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten,  harmonisasi  dan  pelurusan
berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia

yang  mampu  mendorong  kinelja  organisasi  dan  perubaha.n  pada  sistem
pengawasan  dan  akuntabilitas  yang  mampu  mendorong  penyelenggaraan
pemerintahan   yang   bersih   dan   bebas   korupsi   kolusi   dan   nepotisme.
Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak

positif  terhadap  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  serta  perubahan
pola pikir dan budaya kelja aparatur.

Keseluruhan   aspek  dimaksud  tidak  dapat  berdiri   sendiri,   tetapi
saling terkait satu  sama lain,  perubahan  di  satu  aspek akan  memberikan

pengaruh  pada  aspek  lain.  Karena  itu  Reformasi  Birokrasi  membutuhkan
waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran,

pantang   menyerah   dan   pengorbanan   besar   para   pelakunya..    Dengan
demikian,   maka  pendekatan  Reformasi  Birokrasi  yang  dilakukan  harus
merupakan  pendekatan  yang  sistematis,   terstruktur,   bertahap,   dimana
setiap   tahapan   harus   menghasilkan   output  yang   memberikan   dampak

penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait   dengan   hal   tersebut,   maka   dalam   rangka   mewujudkan
terlaksananya Reformasi Birokrasi,  Pemerintah Kabupaten menyusun Road
Map  Reformasi  Birokrasi  yang  diharapkan  dapat  mendukung  pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten.

Dalam  rangka  memastikan  pengelolaan  Reformasi  Birokrasi  yang

efektif,  pemerintah  pusat  telah  menetapkan  perencanaan  dan  tata  kelola
Reformasi   Birokrasi   dalam   sebuah   dokumen   perencanaan   yang   dapat



dipahami   dan   dilaksanakan   oleh   seluruh   pihak   dan   sfaJcehozder  yang
berkepentingan.   Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut  pemerintah  telah
mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  81   tahun  2010  tentang  Granc!
Design  Reformasi   Birokrasi   2010-2025   dan     Peraturan   Menteri   Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Roczc! Mczp Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam Roac! Mczp Reformasi Birokrasi 2022-2024 ini, asas yang akan

dikedepankan  adalah  Fokus  dan   Prioritas.   F`okus  berarti  bahwa  upaya
Reformasi  Birokrasi  akan  dilakukan  secara fokus  pada akar masalah  tata
kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas

perbaikan  tata  kelola  pemerintahan  sesuai  dengan  karakteristik  sumber
daya dan tantangan yang dihadapi.

I?oacz Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah   (RPJMD)   Bupati  dan
Wakil Bupati terpilih  tentang Reformasi  Birokrasi,  melanjutkan  dari  Gnanc!

Desi.gn   dan   RoczcZ   Mczp   Reformasi   Birokrasi   2015-2019   sehingga   dapat

menjadi  acuan  dalarn  melaksanakan  Reformasi  Birokrasi  pada  masing-
masing SKPD.

Hasil  yang  diharapkan  dari  reformasi  birokrasi  adalah  terciptanya

pemerintahan  bersih,  akuntabel,  dan  kapabel,  sehingga  dapat  melayani
masyarakat   secara   cepat,   tepat,   profesional,   serta   bersih   dari   praktek
Korupsi,    Kolusi,    Nepotisme   (KKN)    sebagalmana   tercermin   dalam   tiga

sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

Reformasi   birokrasi  juga   mendorong   setiap   SKPD   agar   manfaat
keberadaannya   dapat   dirasakan   langsung   oleh   masyarakat.   Ditengah
tuntutan  masyarakat  yang  semakin  tinggi,  reformasi  birokrasi  mendesak
SKPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.  Dasar Hukum

Dasar  hukum  yang  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  I?ocicz  Mczp

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten adalah:
a.   Undang-Undang   Nomor   28   Tahun    1999   tentang   Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;



c.    Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2007   tentang   Pembentukan
Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;

d.   Undang-Undang     Nomor     17     Tahun     2007     tentang     Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

e.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.    Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah;

9.    Peraturan  Presiden  Nomor  81   Tahun  2010  tentang  Grcinc!  Best.gn
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

h.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi   Nomor   25   Tahun   2020   tentang   Roacz   Mcip   Reformasi

Birokrasi 2020-2024.

i.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor   16  Tahun  2009

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Kabupaten  Kubu
Raya 2009-2029;

j.    Peraturan   Daerah   Kabupaten  Kubu   Raya.  Nomor   5   Tahun   2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu
Raya   2019-2024   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Daerah   Kabupaten   Kubu   Raya   Nomor   3   Tahun   2021   tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  5
Tahun   2019   tentang   Perubahan   Rencana   Pembangunan  Jangka
Menengah Kabupaten Kubu Raya 2019-2024;

2.  Maksud dan Tujuan
Dalam rangka menjabarkan  Rocicz Mczp Reformasi Birokrasi,  Pemerintah

Kabupaten  menyusun  I?oc{cZ  Map  Reformasi  Birokrasi  dengan  maksud

sebagai berikut:

a.  Menjadi  instrumen yang akan  memandu  perubahan  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya.
Dengan   demikian,    Road   Map   harus   sejalan   dengan   prioritas

pembangunan    daerah    balk   jangka    panjang    maupun    jangka
menengahnya (RPJPD/ RPJMD).

b.  Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi
birokrasi  dalam  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten.  Dengan  kata



lain,   Roes  Map  akan   menjadi  rencana  induk  bagi  pelaksanaan

program reformasi birokrasi di seluruh SKPD Kabupaten.
c.   j3oczcZ  j`4dp  menjadi  instrumen  yang  memberikan  petunjuk  tentang

darimana  dan  akan  kemana  perubahan  dilakukan  dalam  rangka
reformasi birokrasi.

Adapun    tujuan    penyusunan    Roac!    Mczp    Reformasi    Birokrasi

Kabupaten yaitu:

a.  Sebagai     upaya     untuk     mendokumentasikan     perencanaan     dan
implementasi  reformasi   birokrasi  yang  telah   dilakukan,   balk  dalam
bentuk   produk   hukum   daerah,   serta   dokumenndokumen   maupun
laporan kegiatan.

b.  Sebagai langkah kebijakan untuk menjaga agar implementasi reformasi
birokrasi berlangsung secara berkelanjutan dan terukur.

c.   Roac! Map Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi SKPD dan Unit
Kerja   di   Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   untuk   melaksanakan
langkah-langkah  secara  bertahap  dalam  mencapai  sasaran  reformasi
birokrasi.

d.  Sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  inovasi-inovasi  pelayanan  secara

terstruktur.
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EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REF`ORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 telah

membawa   perubahan   yang   cukup   signifikan   dalam   hal   tata   kelola

pemerintahan  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten.  Beberapa  aspek  yang
bersifat   implementatif   telah   menggambarkan   ketercapaiannya   sehingga
dapat  menjadi  dasar  dalam  perencanaan  Rocid  Mczp  Reformasi  Birokrasi

periode  selanjutnya.  Aspek yang ditinjau  diantaranya kebijakan  Reformasi
Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program reformasi
birokrasi,   implementasi   program   reforma.si   birokrasi,   serta  ketercapalan
sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

I.       Kebijakan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan  pada amanat Peraturan  Presiden  Nomor 81  Tahun
2010  tentang   Grancz  Des{gri  Reformasi  Birokrasi  Tahun   2010-2025,

Reformasi    Birokrasi    merupakan    suatu    kewajiban    yang    harus
dilaksanakan  oleh  setiap  instansi  pemerintah  dengan  tujuan  untuk
memperbaiki  birokrasi  secara  bersinergi   dan  berkelanjutan.   Dalam
mengimplementasikannya,   Pemerintah   Kabupaten  berkomitmen  dan
telah melakukan berbagal upaya untuk mengimplementasikan sasaran
refoirmasi birokrasi, yaltu pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi  dan  nepotisme  (KKN),  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik

dan     peningkatan     kapasitas     dan     akuntabilitas     kinerja     dapat
diwujudkan.

Pelaksa.naan    reformasi    birokra.si    di    lingkungan    Pemerintah

Kabupaten  telah  dilakukan  secara  berkesinambungan  setiap  periode.
Dalam    pelaksanaannya    Pemerintah    Kabupaten    telah    melibatkan
seluruh  SKPD  dalam  rangka  sinkronisasi   dan  implementasi  berbagai
kebijakan reformasi birokrasi.  Selanjutnya seluruh kebijakan reformasi
birokrasi  dimaksud  telah  selaras  dengan  RPJMD  dan  target  capaian
dari setiap sasaran reformasi birokrassi, serta mendukung visi dan misi
Bupati Kubu Raya.



11.     Area perubahan Reforlnasi Birokrasi

Kementerian   Pendayagunaan   Aparatur   Negara  dan   Reformasi
Birokrasi   telah   menetapkan   delapan   area   perubahan  yang  tertera
dalam Roac! Mcip Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut:

1.     Manaj.emen perubahan;

2.     Deregulasi kebijakan;

3.    Penataan organisasi;
4.    Penataan Tatalaksana;
5.     Penataan SDM Aparatur;

6.    Penguatan Akuntabilitas;

7.    Penguatan pengawasan; dan
8.    Peningkatan Kualitas pelayanan publik.

Selain itu, terdapat indikasi capaian-capalan masing-masing area

perubahan pada 5 aspek sebagal komponen hasil yaitu:
a.  Nilai akuntabilitas kinerja;

b.  Survei internal integritas organisasi;

c.   Survey ekstemal persepsi korupsi;

d.  Opini BPK; dan

e.   Survey ekstemal pelayanan publik.

Ill.    Implementasi program Reformasi Birokrasi

1.      Indeks Reformasi Birokrasi

lndeks reformasi birokrasi merupakan nilai yang menggambarkan
seberapa jauh capaian reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
Berdasarkan  Laporan  Hasil  Evaluasi  Kementerian  PANRB,  dalam

dua tahun terakhir capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah
Kabupaten  mengalami  peningkatan.   Hal  ini  dapat  dilihat  pada

grafik berikut ini:



Gambar 2.1. Indeks RB Pemerintah Kab. Kubu Raya

INDEl(S  REFORMASI  BIROKRASI

PEMERINTAH  KABUPATEN  I(UBU  RAYA

51,56

50,35

Sumber: Bagian Organdsasi Setda Kab.  Kubu I?cvya, Ta:harL 2020.  (LHB RB

KerneIT±erivr. Pendey agunaarL Apara,tar Neg ara dan RB)

Pada  tahun  2019  dan  2020  capaian  Indeks  Reformasi  Birokrasi

Pemerintah  Kabupaten  meningkat  dari  capaian  indeks  di  angka
50,35    menjadi    51,56    dengan    kategori    CC    "cukup".    Artinya

pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan)  area perubahan
di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  cukup  memadai  dan  perlu
banyak  perbaikan yang  tidak mendasar.  Pada tahun  selanjutnya
upaya   perbaikan   pelaksanaan   reformasi   birokrasi   akan   terus
dilaksanakan  dengan  target  indeks  reformasi  birokrasi  mencapai
kategori "8".

2.     Area perubahan
Untuk  menentukan  titik  awal  perubahan  yang  harus  dilakukan,
terlebih dahulu  telah di identifikasi kondisi umum birokrasi saat
ini di Pemerintah Kabupaten dari berbagai hal yang sudah dicapai

pada 8 (delapan) area perubahan antara lain:
a.   Manajemen perubahan

1.   Telah  dibentuk  Tim  Kerja  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah

Kabupaten, yang selanjutnya SKPD membentuk Tim Kelja
Reformasi Birokrasi dilingkungan kerjanya masing-masing.



2.  Pelaksanaan    Sosialisasi    atau    Internalisasi    Percepatan

Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  dilingkungan  Pemerintah

Kabupaten.
3.  Telah ditetapkan Agen Perubaha.n dilingkungan Pemerintah

Kabupaten     yang     beaperan      secara     intensif     dalam
merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola

pikir    serta    mengimplementasikannya    dalam    perilaku
sehari-hari   sehingga   menjadi   teladan   /raze   model/   bagi

pegawai lainnya. Penetapan agen perubahan namun belum
terintegrasi ke dalam sistem manajemen.

4.  Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Tahun
2020  mendapat  nilai  IPAK  3,52  dari  Skala  4.  Mengalami

kenaikan   (0,17)   dari   tahun   sebelumnya,   hal   tersebut

menunjukkan     bahwa     upaya     pembangunan     system
integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten telah
mampu   meningkatkan   persepsi   para   penerima   layanan
terhadap penerapan anti korupsi.   Sedangkan pada Tahun
2021  nilai  IPAK  Pemerintah  Kabupaten  belum  di  peroleh

dari Lembaga yang di tunjuk KPK untuk melakukan SPI.

5.  Komitmen    yang    tinggi     dari     Kepala    Daerah     dalam

pemberantasan   korupsi   salah   satunya   dengan   adanya
komitmen    bersama    pencanarigan    pembangunan    Zona
Integrtitas    dilingkungan    Pemerintah    Kabupaten    yang
ditandatangani oleh Bupati Kubu Raya, Wakil Bupati Kubu

Raya,  Ketua DPRD  Kabupaten  Kubu  Raya,  seluruh  kepala.

SKPD      dilingkungan      Pemerintah      Kabupaten      serta

disaksikan      oleh      Kepala      Ombudsman      Perwakilan
Kalimantan  Barat,   Kepala  Kejaksaan  Negeri  Mempawah,
Ketua  Pengadilan  Negeri  Mempawah,  Kepala  Polisi  Resort

Kubu  Raya,  Komandan  Kodim   1207/BS  dan  pervakilan

dari organisasi kemasyarakatan PEKKA.
b.   Deregulasi Kebijakan

Telah  dilakukan  identifikasi,  analisis  dan  pemetaan  terhadap

pera.turan     perundang-undangan     yang     tidak     harmonis/
sinkron/bersifat      menghambat      dapat      dilihat      dengan
dikeluarkannya   Peraturan   Bupati   Nomor   69   Tahun   2019
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tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  17  Tahun
2019 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c.    Penataan organisa.si
1.  Pada area perubahan Penataan Organisasi, telah dilakukarl

penataan kelembagaan/ organisasi yang disesuikan dengan
visi  dan   misi   Kepala  Daerah   hal  ini  dapat  dilihat  darn

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  15 Tahun
2019   tentang   Perubahan   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Kubu  Raya  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.
2.  Penyederhanaan  Organisasi  sedang dalam  proses ber].alan,

ditargetkan sudah selesai pada akhir tahun 2021.
3.  Sudah    dilakukan     Evaluasi    Kelembagaan    dan     akan

disarnpaikan  ke  Kementerian  PANRB  melalui  surat  Bupati
Kubu Raya.

d.   Penataari Tatalaksana
1.  Peta    proses    bisnis    sedang    dalam    proses    beljalan,

ditargetkan tahun 2021 selesai dilaksanakan.
2.  Indeks  SPBE  Pemerintah  Kabupaten  Tahun  2019  adalah

2,56 beapredikat "Cukup", hasil evalua.si SPBE Tahun 2019

dinilai  berdasarkan  evaluasi  mandiri yang  dilakukan  oleh
evaluator    internal    Pemerintah    Daerah    dan    evaluasi
dokumen    yang    dilakukan    oleh    evaluator    eksternal
Kementerian   PANRB.   Untuk   Tahun   2020   Indeks   SPBE

Pemerintah Kabupaten naik menjadi 2,97  dengan predikat
«Baik„.

3.  Pengadaan     Barang     dan     Jasa     Pemerintahan     telah
menggunakan     e-procurement     dan     e-cc{£czzog     sehingga

meminimalisir teljadinya KKN.

4.  Telah  dilakukan  penilalan  terhadap  Kualitas  Pengelolaan
Arsip  dengan  nilai  69,93  predikat  (Baik)  atau  menduduki

peringkat 5 (lima) se Propinsi Kalimantan Barat.
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e.   Penataan sumber Daya Manusia Aparatur
1.  Tingkat pemenuhan kebutuhan pegawal sebesar 2,780/o.

2.  Penyetaraan jabatan administrasi yang telah mendapatkan
rekomendasi     dari     Kementerian     Dalam     Negeri     dan

persetujuan  Gubemur  Kalimantan  Barat untuk dilakukan
penyetaraan   sebanyak  272  jabatan  atau   capaian   100°/o
terhadap   model   struktur   organisasi   darn    Kementerian
PANRB.

3.  Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  belum  melalui  proses
manajemen talenta.

4.  Indeks  Profesionalitas  ASN  Pemerintah  Kabupaten  Tahun

2020 sebesar 75 dengan kategori "Sedang".

f.    Penguatan Akuntabilitas

1.  Capaian   akuntabilitas   kinerja   Kabupaten   menunjukkan
hasil  yang  masih  perlu  ditingkatkan  dengan  nilai  SAKIP
56,31/Predikat CC tahun 2019 dan tahun 2020 nilai SAKIP

58,66/Predikat    CC.     Penilaian    tersebut    menunjukkan
tingkat   efektivitas   dan   efisiensi   penggunaan   anggaran
masih  rendah jika  dihubungkan  dengan  capaian  kinelja.
Hal  ini  disebabkan  oleh  kualitas  pembangunan  budaya
kinelja      dan      penyelenggaraan      pemerintahan      yang
berorientasi  pada  hasil  di  Pemerintah  Kabupaten  belum
berjalan  dengan   balk  dan  memerlukan   perbaikan   lebih
lanjut.

NILAI  SAl(lp

PEMERINTAH  KABUPATEN  I(UBU  RAYA
58,66

58

57

56

55                      54,47

54

53

52

2017

54,54

56,31

Surrtoer:   Bagian  Organisasi  Setda  Kab.   Kubu  Raga.   (LHB  RB

KemertteTiarL Perrdagagunaan Apara.fur Negara dan RB)
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2.  Capaian   akuntabilitas   keuangan   Pemerintah   Kabupaten
dari  BPK  untuk  tahun  2020  dengan  Opini  Wajar  Tanpa
Pengecualian (WTP) yang ke tu].uh kali berturut-turut.

3.  Efektivitas dan efisiensi anggaran sudah dilakukan, tahun
2021  semula terdapat 187 program menjadi  115 program.

4.  Re/oousz.ng  anggaran  tahun  2021  telah  dilakukan  sebesar
12,3% dari total DAU dan DBH.

9.    Penguatan pengawasan
1.  Level Maturitas SPIP tahun 2020 nilai Level 3 dari skala 0-5

(terdefinisi).
2.  Level  Kapabilitas APIP tahun  2020  nilai  Level  3  dari  skala

0-5 (integrated).

3.  Penyampaian   laporan   harta   kekayaan   pejabat   Negara

(LHKPN)  sebanyak  162  orang  (100%)  pejabat  dilingkungan
Pemerintah Kabupaten telah menyampaikan LHKPN tahun
2020.

4.  Penanganan      pengaduan      masyarakat      juga      sudah
ditindaklanjuti melalui SP4NLAPOR!.

5.  Pencanangan      Pembangunan      Zona      Integritas      telah
dilakukan    pada    akhir    tahun    2020    namun    belum
menetapkan  unit  kelja yang  akan  diusulkan  memperoleh
WBK/WBBM.

h.   Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.  Tingkat      kepatuhan      terhadap      standar      pelayanan

memperoleh   zona   hijau   tahun   2016   oleh   Ombudsman
Republik Indonesia.  Tahun  2021  telah dilakukan penilaian

kembali oleh Ombudsman namun hasil penilaiannya belum
diperoleh.

2.  Indeks  Persepsi   Kualitas   Pelayanan   Publik   (IPKP)   tahun

2020   memperoleh   nilai   3,66   dari   skala  4.   Tahun   2021

belum memperoleh hasil penilaian dari lembaga ekstemal.
3.  Terdapat    beberapa    inovasi    dalam    pelayanan    publik

diantaranya inovasi CMS Desa sebagai Top 45 Inovasi oleh
Kementerian  PANRB  tahun  2021   dan  mendapat  Praktek
Balk oleh KPK tahun 2020.
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IV.    Dampak/Hasil Kebijakan Reforlnasi Birokrasi
A.   Komponen pengungkit

1.   Pemenuhan (Mandatory)

a.   Manajemen perubahari
-  Tim    Reformasi    Birokrasi    telah    dibentuk    dan    telah

melaksanakan  tugas  sesual  rencana  kelja  serta  telah
melakukan  monitoring  dan  evaluasi  rencana  kelja  dan
hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

-  Roes  Mqp  RB  telah  disusun  dan  difomalkan  dengan

mencakup   8   area   perubahan   dan   Ot/t.ck   Wjri  dengan
melibatkan       seluruh      unit      organisasi      kemudian
disosialisasikan kepada angota organisasi.

-  Seluruh  PMPRB telah direncanakan,  diorganisasikan dan

dikomunikasikan  dengan  baik  pada  masing-masing  unit
kelja  sesual  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  Tim
Asessor  PMPRB  melakukan  reviu  terhadap  kertas  ker].a
asesor   kemudian   mencapai   konsesus   atas   pengisian
kertas erja sebalum menetapkan ntlal PMPRB Instansi.

-  Seluruh  jajaran  pimpinan  tertinggi  telah  terlibat  secara

aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB dan telah
terdapat  upaya  untuk  menggerakkan  organisasi  dalam
melakukan   perubahan   melalui   pembentukan   a[genf  o/
cha:nge aha.upun role rrndel.

b.   Deregulasi Kebijakan
-   Telah dilakukan identifikasi, analisis, pemetaan dan revisi

terhadap   peraturan   perundang-undangan   yang   tidak
harmonis / sinkron / bersifat menghambat.

-   Adanya    Sistem    pengendalian    penyusunan    peraturan

perundangan     yang     mensyaratkan     adanya     Rapat
Koordinasi,   Naskah  Akademis/kajian/policy  paper,   dan
Paral   Koordinasi   dan   telah   dilakukan   evaluasi   atas

pelaksanaannya.
c.   Penataan dan penguatan organsasi

-   Telah   disusun   desain   organisasi   yang   seluruh   unit

organisasinya sesuai dengan rencana strategis
-   Mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan

kelompok  jabatan  fungsional  telah  dirumuskan  dengan
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jelas  pada  seluruh  unit  organisasi  yang  ditetapkan  oleh
pimpinan instansi;

-   Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan

fungsional  pada  seluruh  unit  kerja  sesuai  kriteria  unit
organisasi yang berpotensi dialihkan sesuai dengan tugas
dan fungsi unit organisasi.

-   Telah dilakukan beberapa evaluasi terkait :

1)    evaluasi     untuk    menilai    ketepatan     fungsi    dan

ketepatan   ukuran   organisasi  kepada  seluruh   unit
organisasi;

2)    evaluasi  yang  mengukur  jenjang  organisasi  kepada
seluruh unit organisasi;

3)    evaluasi  yang  menganalisis  kemungkinan  duplikasi
fungsi kepada seluruh unit kerja;

4)    evaluasi  yang  menganalisis  satuan  organisasi  yang
berbeda   tujuan   namun   ditempatkan   dalam   satu
kelompok kepada seluruh unit kerja;

5)    evaluasi   yang   menganalisis   kemungkinan   adanya

pejabat  yang   melapor   kepada   lebih   dari   seorang
atasan di seluruh unit kerja;

6)    evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran
kinelja pada seluruh unit organisasi;

7)    evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap
struktur yang langsung berada di bawahnya;

8)    evaluasi   yang   menganalisis   kesesuaian    struktur
organisasi  dengan  kinelja  yang  akan  dihasilkan  di
seluruh unit kerja;

9)    evaluasi   atas kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat di seluruh unit kerja;

10)  evaluasi  yang  menganalisis  kemungkinan  tumpang

tindih fungsi di seluruh unit kelja;
11)  evaluasi   yang   menganalisis   kemampuan   struktur

organisasi    untuk    adaptif    terhadap     perubahan
lingkungan strategis di seluruh unit kerja.

-   Seluruh    hasil    evaluasi    telah    ditindaklanjuti    dengan

mengajukan  perubahan  organisasi  dari  penyederhanaan
birokrasi.
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-   Sebagian peta proses bisnis telah disusun  sesuai dengan

pedoman   penyusunan   Peta   Proses   Bisnis  yang   sesual
tugas dan fungsi.

d.  Penataan Tata Laksana
-   Sebagian peta proses bisnis telah disusun  sesual dengan

pedoman  penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  dan  dokumen
rencana strategis dan rencana kerja organisasi;

-   Peta    proses    bisnis    dan    Prosedur    operasional    telah

dievaluasi     dan     disesuaikan     dengan     perkembangan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi;

-   Pemerintah     Kabupaten     telah     menerapkan     Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .

e.   Penataan Sistem Manajemen ASN
-   Perencanaan   Kebutuhan   Pegawai   telah   sesual   dengan

kebutuhan organisasi;
-   Proses     Penerimaan     Pegawai     Transparan,     Objektif,

Akuntabel, dan Bebas KKN;
-   Telah    dilakukan    pengembangan    berbasis    kompetensi

kepada  sebagian  besar  pegawai  sesuai  dengan  rencana
dan   kebutuhan   pengembangan   kompetensi   dan   Telah
dilakukan     monitoring     dan     evaluasi     pengembangan

pegawai berbasis kompetensi secara berkala;
-   Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka;
-   Capaian   kinerja   individu   telah   dijadikan   dasar   untuk

pemberian   tunjangan   kinerja  dan   pengukuran   kinerja
individu telah dilakukan secara periodik;

-   Penegakan    Aturan    Disiplin/Kode    Etik/Kode    Perilaku

Pegawai    telah    diterapkan    di    lingkungan    Pemerintah

Kabupaten    didukung    dengan     adanya     retuczrd    and

pwishanerit.,
-   Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan

denga.n  menetapkan  kelas  jabatan  serta  sesuai  dengan
Standar   Kompetensi   Jabatan   dan   telah   memberikan
dampak pengembangan SDM.

-   Sistem   informasi   kepegawaian   telah   dibangun   sesuai

kebutuhan.
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f.   Penguatan Akuntabilitas

Seluruh  pimpinan  telah  terlibat  secara  langsung  terhadap

penguatan      akuntabilitas     di     lingkungan      Pemerintah
Kabupaten     dan     Seluruh     unit     organisasi     berupaya
meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinelja;

9.   Penguatan Pengawasan
-   Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi dan telah

dilakukan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi atas

penanganan gratifikasi.
-   Telah terdapat peraturan Bupati tentang SPIP.
-Penanganan           pengaduan           masyarakat           telah

diimplementasikan       kemudian       ditindaklanjuti       dan
dilakukan      evaluasi      atas      penanganan      pengaduan
masyarakat tersebut.

-   Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh  SDM

yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.
h.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Secara  umum  peningkatan  kualitas  publik  di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten sudah baik dan telah sesuai dengan
standar pelayanan yang ada dengan  menerapkan  teknologi
informasi   dalam   memberikan   pelayanan   dan   melakukan

perbaikan secara terus menerus.

8.   Komponen Hasil Antara

1.      Kulitas pengelolaan Arsip

Berdasarkan   Laporan   Audit   Kearsipan   Ekstemal   oleh   Tim
Monitoring   dan   Evaluasi   Tindak   Lanjut   Hasil   Pengawasan
Kearsipan   Daerah   Provinsi   Kalimantan   Barat  Tahun   2019,

yang disampaikan pada tariggal  14 Februari 2020, Pengelolaan
Kearsipan   Pemerintah   Kabupaten   memperoleh   nilai   2.923

dengan  kategori  8   (BAIK)   atau  berada  di  posisi  5  dari   14
Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat.

2.     Kualitas pengelolaan pengadaan Barang Dan Jasa
Indeks  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  Kabupaten
Kubu Raya tahun 2020 yaitu 22,22 poin.
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3.     Kualitas pengelolaan Keuangan

lndeks      pengelolaan      keuangan      belum      diperoleh      dari

Kementerian Keuangan.
4.     Kualitas pengelolaan Aset

Indeks   pengelolaan   aset  belum   diperoleh   dari   Kementerian

Keuangan.

5.      Meritsystem

Pemerintah  Kabupaten  sedang  memproses  penerapan  merit
system,  yaitu dimulai dengan menyiapkan SK Tim Kabupaten
tentang  Merit  Sgstem yang  saat  ini  rna.sih  proses  penelaahan

pada Bagian  Hukum,  dan  telah dilakukan penginputan pada
aplikasi     SIPINTER     (Sistem     Informasi     Penilaian     Mandiri

Penerapan Sistem Merit) oleh Tim Pokja BKPSDM.  Sampai saat

ini  proses  penginputan  data  aplikasi  SIPINTER  baru  beljalan

kurang lebih 750/o.

6.      Profesionalitas ASN

Jumlah    PNS    Kabupaten    sebanyak    5.420    orang,    dengan

responden  sebanyak  41  orang  atau  0,8%  dari  jumlah  PNS,
maka  berdasarkan  hasil  pengukuran  Indeks  Profesionalitas
ASN   Kabupaten   memperoleh   nilal   75   atau   berada   pada

Kategori Sedang.

7.     Kualitas perencanaan
Indeks  perencanaan  daerah  belum  diperoleh  dari  Bappenas.
Kabupaten  memperoleh  penghargaan   Pembangunan   Daerah
2020 dari Bappenas.

8.      Maturitas SPIP

Maturitas SPIP Kabupaten tahun 2017 telah mencapal Ijevel 3

atau Terdefinisi.

9.      Kapabilitas Apip

Pada  tanggal  30  Januari  2020  Badan  Pengawasan  Keuangan
dan      Pembangunan      memberikan      penghargaan     kepada
Inspektorat   Kabupaten   atas   prestasinya  dalam  pencapaian
Kapabilitas APIP Level 3.

10.   Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
Sebagai   pelaksanaan   atas   Undang-Undang   Nomor  25

Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  Ombudsman Republik
Indonesia   pada   tahun    2016    telah    melakukan    penilaian
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kepatuhan   terhadap   standar   pelayanan   dan   memberikan

penghargaan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  atas  prestasinya
dalam  pencapaian  sebagai  Kabupaten  Terbalk atau  mencapai
Zona   Hijau   atas   kepatuhan   terha.clap   standar   pelayanan
dengan   nilai   88,92   kategori   Kepatuhan  Tinggi.   Selanjutnya

pada tahun  2017,  Pemerintah  Kabupaten  dinilal  kembali oleh
Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  hasilnya  masih  tetap
mempertahankan Zona Hijau.

Pada    tahun    ini    belum    dilakukan    penilaian    oleh
Ombudsman      Republik      Indonesia,      namun      Pemerintah
Kabupaten setiap tahun berkomitmen untuk selalu memenuhi
dan     meningkatkan     standar     pelayanan     publik     dengan
melakukan   kegiatan   Pembinaan,   Monitoring   dan   Evaluasi
Kepatuhan  Standar  Pela.yanan  Publik.  Pada  tahun  2020  ini,
kami  telah  melakukan  kegiatan  pembinaan,  monitoring  dan
evaluasi  kepada  seluruh  SKPD  termasuk  Kecamatan.  Adapun
hasilnya    bahwa    seluruh    SKPD    maupun    Kecamatan    di
Kabupaten tetap berada pada Zona Hijau.

Sebagai  amanat  dari  Permenpan  RB  Nomor  17  Tahun
2017  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Unit  Penyelenggara
Pelayanan    Publik,    terdapat    2    (dua)    unit    penyelenggara

pelayanan   publik   di   Kabupaten   yang   dinilai,   yaitu   Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dan
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.   Hasil  penilaian

tahun   2019   yaitu   rata-rata  Indeks   Pelayanan   Publik   (IPP)
Kabupaten   memperoleh   nilai   3,41   dengan   kategori   a-   (a

minus),   artinya   Baik   Dengan   Catatan.   Dibandingkan   hasil

penilaian tahun sebelumnya yang baru mencapai 2,99 kategori
C artinya Cukup, berarti mengalami peningkatan sebesar 0,40

poin.     Pada     tahun     2020,     belum     dilakukan     penilaian.
Berdasarkan    hasil   evaluasi   tahun    2019    Indeks    Persepsi

Kualitas Pelayanan Publik.

C.   Komponen Hasil

1.   Akuntabilitas Kinelja dan Keuangan

a.   Opini BPK
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Pemerintah  Kabupaten  sejak  tahun  2015  sampai  dengan
tahun  2020  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian
dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  atas  pelaporan  keuangan

pemerintah daerah.
b.   Nilai SAKIP

Berdasarkan  hasil  evaluasi  SAKIP Tahun  2019,  nilai  SAKIP

Pemerintah Kabupaten yaitu  56,31  dengan kategori CC atau

Cukup.   Dibandingkan   dengan   tahun   sebelumnya   yaitu
sebesar 54,54, maka mengalami peningkatan sebesar 1,77.

2.  Kualitas Pelayanan Publik

Hasil  survei  persepsi  pelayanan  pa.da  Pemerintah  Kabupaten
tahun  2019  menunjukkan  indeks  3,21  dalam  skala  4.  Secara
internal  kami  telah  melakukan  penilaian  secara  berkala  per
semester    oleh    SKPD    melalui    kegiatan    Survei    Kepuasan

Masyarakat.   Indeks   Kepuasan   Masyarakat   Kabupaten   pada
semester 11 tahun 2019 yaitu 83,48 dengan kategori Balk.

3.  Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

Hasil survei persepsi anti korupsi pada Pemerintah  Kabupaten
tahun 2019 menunjukkan indeks 3,35 dalam skala 4.

4.  Kinelja Organisasi

a.   Capaian Kiner].a

Berdasarkan   Hasil   Evaluasi   SAKIP  tahun   2019,   capaian

kinerja   Kabupaten   memperoleh   nilai   sebesar   10,29   dari

skala 20 atau mencapai 51,45%.

b.  Kinerja Lainnya

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperoleh penghargaan
tahun   2016   sebagai  Kabupaten   Terbalk  atas  Kepatuhan
terhadap Pelayanan Publik.
Kabupaten memperoleh penghargaan antara lain:
1.  Dari    Kementerian    Keuangan    RI    atas    keberhasilan

Kabupaten  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporari
keuangan tahun 2019 dengan opini WTP.

2.  Dari  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional

Republik  Indonesia/Badan  Perencanaan  Pembangunan
Nasional     (Bappenas)     atas    keberhasilan     Kabupaten

Pembangunan Daerah tahun 2020.
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3.  Dari  Kementerian  Keuangan  RI  atas  Penyaluran  Dana
Desa Tercepat se Kalimantan Barat tahun 2020.

4.  Darn Kementerian  Keuangan RI pemberian  Dana Insentif

Daerah   (DID)   atas   kinerja   pemerintah   daerah   dalam

penanganan  CozH.cZ-19.

5.  Menjadi   pembicara/narasumber   pada   sejumlah   even
berskala   nasional,   diantaranya   dibidang   pengelolaan
keuangan, tata kelola desa.

c.   Survei Internal Organisasi

Berdasarkan  hasil  survei  internal  terhadap  147  responden

pegawai  Kabupaten  Kubu  Raya  oleh  KemenpanRB  tahun
2019, terdapat 109 orang pegawai (74,15°/o) tidak memahami

tugas    fungsi    yang    harus    dilaksanakan    serta    tidak
memahami   ukuran   keberhasilan   pelaksanaan   tugasnya,
sebanyak 33 orang pegawai (22,450/o) yang memahami tugas
fungsi  yang  harus  dilaksanakan  namun  tidak  memahami
ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, dan terdapat 5
orang  pegawai  (3,40°/o)  yang  memahami  tugas  fungsi  yang
harus     dilaksanakan     dan     memahami     pula     ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

D.   Penyederhanaan Organisasi

Dalam   rangka   melaksanakan   penyederhanaan   organisasi,   pada
tanggal 30  April  2020  Pemerintah  Kabupaten telah menyampaikan
kepada   Menteri   Dalam   Negeri   hasil   identifikasi   dan   pemetaan

penyederhanaan    birokrasi,    yaitu    mengusulkan    sebanyak    8
(delapan)  unit jabatan  struktural  eselon  IV  pada  DPMPTSP  untuk
ditransformasi  kedalam  jabatan  fungsional.  Kendala  yang  masih
dihadapi  yaitu   masih   belum   memiliki  jabatan   fungsional  yang
sesuai untuk dialihkan, sejumlah jabatan fungsional belum tersedia
tunjangan jabatannya,  dan  belum  a.da  struktur  yang  baku  pada
DPMPT seluruh Indonesia.

V.     Tantangan/Hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dari   hasil   evaluasi   oleh   Deputi   Bidang   Reformasi   Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur dan  Pengawasan  Kementerian  Pendayagunaan
Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   pelaksanaan   Reformasi
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Birokrasi    Pemerintah    Kabupaten    periode    tahun    2015-2019    ada

beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1.   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pemenuhan
dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing
kelompok kelja (pokja) yang telah dibentuk. Belum disusun rencana

aksi  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  yang  menggambarkan  dan
memuat   sasaran   perubahan   yang   akan   diwujudkan,   ukuran
keberhasilan dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan

yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama
lain  dan  merupakan  kegiatan  yang  berdiri  sendiri.  Kegiatan  yang
dilakukan  oleh  pokja juga  belum  sepenuhnya  merupakan  bagian
dari  strategi  untuk  mendukung  pencapaian  kinerja  sebagaimana

yang ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana. Strategis SKPD.
2.   Intemalisasi   terkait   penerapan   Reformasi   Birokrasi   Pemerintah

Kabupaten belum efektif dan merata kepada seluruh pegawai agar
memahami   pentingnya   penerapan   Reformasi   Birokrasi.   Hal   ini

tampak  pada  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi yang  lebih  banyak
dilakukan   pada   SKPD   tertentu   saja   yang   terlibat   dalam   tim
Reformasi Birokrasi,  sedangkan pada sebagian besar SKPD lalnnya

pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara intensif.
3.   Penerapan   Reformasi   Birokrasi   masih  dipandang  sebagal  tugas

tambahan  dan  belum  menjadi   bagian  yang  terintegrasi  dengan
strategi    untuk   meningkatkan    efisiensi   dan    efektivitas    dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan  kinerja intansi.
Pada  umumnya unit kelja belum  mengimplementasikan  penataan
delapan  area  perubahan  Reformasi  Birokrasi  yang  menghasilkan

perubahan  secara nyata.  Hal ini mengakibatkan  tujuan akhir dari
pelaksana.an  Reformasi  Birokra.si  yaitu  perubahan  pola  pikir  dan
budaya kerja di seluruh pegawai belum dapat dirasakan.

4.   Belum   terdapat   upaya   untuk   menggerakkan   organisasi   dalam
melakukan perubahan melalui czgent o/ c7iczrige ataupun 7ioze model

5.   Pemantauan  rencana aksi pelaksanaan  Reformasi Birokrasi belum
dilakukan  secara  efektif  secara  berkala,  dengan  membandingkan
target    rencana    aksi    dengan    hasil    perubahari    yang    dicapai,
mengidentifikasi        permasalahan ,        dan        kendala        dalam

pelaksanaannya serta menyusun tindak lanjut perbaikan.
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mengidentifikasi         permasalahan ,         dan         kendala        dalam

pelaksanaannya serta menyusun tindak lanjut perbaikan.
6.   Belum   melakukan   identifikasi   dan   pemetaan   terhadap   seluruh

produk   hukum   daerah   yang   tidak   harmonis   dan   melakukan
evaluasi    atas    pelaksanaan    sistem    pengendalian    penyusunan

peraturan daerah.
7.   Struktur  organisasi  yang  dibangun  belum  sesual  dengan  kinerja

organisasi   yang   akan   diwujudkan   sesuai   mandat   dan   tujuan
organisasi  serta belum  dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang
organisasi.

8.   Peta  proses  bisnis  belum  disusun  dan  ditetapkan  berdasarkan
keterkaitan proses mewujudkan kinelja.

9.   Sfa7tc!czr   Operating   Procedttre   (SOP)   pelayanan   belum   dilakukan

evaluasi   secara   berkala,   untuk   mendukung   perbaikan   kualitas

pelayanan publik.
10. Belum mengembangkan indikator kinelja individu sebagai turunan

dari  kinerja  organisasi  untuk  dimanfaatkan   dalam  pengukuran
capaian  kinerja.  pegawai melalui  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  dan
sebagai pertimbangan pemberian ret#czrd dan pztnishme7tt.

11.Belum    seluruh    unit    pelayanan    publik    menerapkan    sistem

pelayanan  berbasis  teknologi  informasi  secara  terintegrasi  untuk
mempercepat proses pelayanan untuk meminimalisir kontak antara

petugas dari pengguna layanan.
12. Hasil  survey  pelayanan  belum  di pubzish dan  belum  dimanfaatkan

sepenuhnya untuk perbaikan kua.1itas pelaya.nan.
13. Kebijakan  tentang  penguatan  pengawasan  dan  integritas  seperfi

kebijakan   benturan   kepentingan,   pengaduan   masyarakat   dan
tuhistze bzorfung sgsfem (WBS)  belum diterapkan secara efektif pada

unit kerja.

14. Pemerintah   Kabupaten   belum   melakukan   pembangunan   Zona
lntegritas   menuju   Wilayah   Bebas   dari   Korupsi   (WBK)   ataupun

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
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BAB Ill

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

F`aktor   lingkungan   yang   dimaksud   dalam   Rocicz   Map   Reformasi

Birokrasi  ini  adalah  konteks  dimana  birokrasi  beroperasi.  Sedangkan  isu
strategis  merupakan  konten  yang  berpengaruh   signifikan  dalam  proses
Reformasi Birokrasi.

A.  LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan  Reformasi  Birokrasi  dalam  Rocic! Map  sebagaimana yang

tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  RoczcZ  Mczp  Reformasi

Birokrasi   2020-2024   adalah   beberapa   hal   yang   dapat   mempengaruhi

jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya:
•    politisasi dan kooptasi birokrasi;

•    penegakan dan kepastian hukum;

•    administrasi dan kelembagaan;

•    budaya birokrasi; serta

•    globalisasi dan transformasi digital.

1.    POLITISASI DAN KOOFTASI BIROKRASI

Dalam  sejarahnya,  keterkaitan  antara  politik dan  birokrasi  tidak
bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga
bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan
administrasi    dalam    tata    kelola    pemerintahan.    0leh    karena   itu,
sebagaimana yang diamanahkan  dalam  Roes  Mcip  Reformasi  Birokrasi
Nasional    bahwa    netralitas    birokrasi    di    lingkungan    Pemerintah
Kabupaten    Kubu    Raya    haruslah    menjadi    langkah    awal    untuk
menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten, mengingat tugas
birokrasi    sangat   vital    dalam    penyelenggaraan    pemerintahan    dan

pelayanan publik.

2.    PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan   koersif   yaitu   melalui   penegakan   hukum,   sangat
diperlukan  dalaln  Reformasi  Birokrasi.   Lemahnya  penegakan  hukum
akan mengakibatkan  tidak beljalannya sistem  rez#cird dan pLtrrishmeut.
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Pemerintah  Kabupaten  perlu  mendorong  pemberian  penghargaan  bagi
stakeholder's  yang  mampu  melakukan  Reformasi  Birokrasi.  Demikian

juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak pihak yang tidak
melaksana.kan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokra.si.

3.    ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa

prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses,  kepegawaian dan hubungan
antara    pemerintah    dan    masyarakat.    Struktur    yang    mendukung

pemcapaian  kinerja  dan  berorientasi  mempermudah  proses  pelayanan
publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak
dapat   berkembang.    Proses   pelayanan   yang   tidak   berbasis   prinsip
efisiensi,  efektivitas  dan  keadilan  juga  membuat  birokrasi  senantiasa
mendapatkan   stigma  yang  negatif.   Selain  itu   rendahnya  kapabilitas,
kompetensi,  dan  kemampuan juga  membuat  lemahnya  profesionalisme
dari aparatur negara.

4.    BUDAYA BIROKRASI

Budaya    birokrasi    merupakan    seperangkat    nilai    dan    sistem
berdasarkan pengalaman yang mengintemalisasi. Hal tersebut kemudian
diaplikasikan  dalam  sikap,  tingkah  laku  dan  perbuatan yang dilakukan
oleh segeriap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi.  Dalam proses

panjang   pelembagaan   birokrasi,   budaya   dan   nilai   dianggap   sebagai
penyusun aspek konvensi informal yang diarirmasi dalam bentuk variasi
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif
dapat    menjadi    penghambat    untuk    mewujudkan    birokrasi    yang

professional,  bahkan  nilai-nilai  anti-korupsi yang  belum  terinternalisasi
menjadikan  upaya  mewujudkan  birokrasi  yang  bersih  dan  akuntabel
kehilangan modalitas mendasamya.

5.    GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Si/stow.rtc!bze  DeuezopmerL€  Cfoazs  (SDGs)  menjadi  rujukan  bersama

bagi pemerintahan di  seluruh dunia untuk menciptakan  kondisi dunia

yang  lebih  balk  dengan  terwujudnya   17  tujuan  berkelanjutan  pada
tahun    2030.    Pengetahuan    dasar   yang   memadai   terhadap    SDGs

diharapkan dapat membantu  para ASN dalam memposisikan perannya
di kancah global maupun regional.
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Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik

perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan
pemanfaatan   "Brty   Dctcz",   pelayanan   terintegrasi   (1.ntegrotec!   se".ce),

pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan
pemanfaatan  czrfu/icjczz I.n€ezzjgerice di ranah publik.  Dalam era globalisasi,
aparatur juga  perlu  mengembangkan  kompetensi  yang  selaras  dengan
tuntutan    zalnan,    sekaligus    tetap    membumi    dan    memperhatikan
khazanah lokal.

6.    REVOLUSI INDUSTR14.O

Perkembangan  "Revolusi  lndustri  Tahap  4"  (dikenal juga  seba.gai
Revolusi  Industri  4.0)  menciptakan  dinamika  dan  sejumlah  tantangan
baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di
Indonesia.   Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  maka  cara  kerja

pemerintah     dan     pola     hubungan/interaksi     pemerintah     dengan
masyarakat   juga    mengalami    perubahan    mendasar.    Pemanfaatan
teknologi     mobile     internet,     komputasi     awan     /C!ouc!     Computing/,

kecerdasan  buatan  (ArfiJ3cjciz  frofez!{gence),   maha  data  (Bt.g  Dcztcz),   dan

Jnte77'Let   o/  rhirigs   (IOT)   akan   mendorong   pemerintah   daerah   untuk

memberikan  layanan  mandiri,  1ayarian  bergerak,  dan  layanan  cerdas

yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.
Pemerintah   harus   memberikan   ruang   yang   lebih   luas   bagi

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor

publik,  dan pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus mampu
menyesualkan   diri   dengan   perkembangan   zaman   dan   melakukan
transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

a.   ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

1.     PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

Penataan     dan     penguatan     organisasi     dilakukan     untuk
mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat

proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan
pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas
dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur
dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari
reforma.si birokrasi yang harus dilaksanakan.
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Penyederhanaan      struktur     dan      kelembagaan      birokrasi
merupakan    Langkah    awal    dalam    transformasi    kelembagaan

pemerintah yang selanjutnya diikuti  dengan  penetapan  tatalaksana
dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.
Penyederhanaan  birokrasi merupakan tindak lanjut pidato  Presiden

pada   sidang  paripuma   MPR   RI   pada  tanggal   20   0ktober  2019.
Pe nyederhanaan        birokrasi        tersebu t        dilaku kan        dengan
menyederhanakan    struktur    birokrasi    menjadi    dua    level    dan
mengalihkan jabatan  struktur  dibawah  dua  level  tersebut  menjadi

jabatan    fungsional.    Penyederhanaan    birokrasi    tersebut    sudah
dimulal dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Ta.hun
2019  tentang  Organisasi  Kementerian  Negara,  yang  salah  satunya
mengamanatkan        agar        stru ktu r       organisasi        kementerian
mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

2.  TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya   perkembangan   teknologi   serta   adanya   pandemi
Covid-19     berdampak     pada     pelaksanaan     tugas     dan     fungsi

pemerintahan    yang    secara     simultan    mendorong    percepatan
transformasi   digital   melalui   pemanfaatan   teknologi,   khususnya
teknologi digital.  Tantangan global ini menuntut Pemerintah  Daerah
untuk    cakap    dari    respon    dalam    menjalankan    proses-proses

pelayanan  pemerintahan  berbasis  digital  atau  elektronik.   Isu  ini
menjadi   penting   untuk   direspon   dalam   merumuskan   langkah
strategis  untuk  mewujudkan  pemerintahan  kelas  dunia  di  tahun
2025.

Dalam   hal   ini,   Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Raya   harus
melakukan   transformasi   digital   melalui   pelaksanaan   tata   kelola
SPBE yang  terpadu  dalam  rangka  mendukung  transformasi  proses
bisnis  pemerintahan  untuk mewujudkan  layanan  mandiri,  layanan
bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.



BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

A.  TUJUAN

Tujuan  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten
Kubu Raya 2022-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan
bersih.    Pencapalan   tujuan   ini   diukur   melalui   indikator   reformasi
birokrasi       sebagaimana       tertuang       dalam       Peraturan       Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan   Reformasi  Birokrasi  Nomor  25
Tahun  2020  tentang  Rocic! Mcip Reformasi  Birokrasi  2020 -  2024,  serta

Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

a.  SASARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor
18   Tahun   2020   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Nasional     (RPJMN)     Tahun     2020-2024,     serta     Peraturan     Menteri

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  25  Tahun  2020  tentang  Roczd
Map   Reformasi   Birokrasi   2020-2024,   bahwa   terdapat   tiga   sasaran
Reformasi Birokrasi, yaitu :

1.  Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

2.  Birokrasi Yang Kapabel; dan

3.  Pelayanan Publik Yang Prima.

Ketiga     sasaran     Reformasi     Birokrasi     tersebut     merupakan

pengungkit  utama dari  pencapaian  tujuan  dan  berbagai  indikatornya.
Selanjutnya,  terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolak
ukur  keberhasilan  sasaran  Reformasi  Birokrasi  2022-2024.  Di  bawah
ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten
Tahun 2022-2024  beserta baseline tahun 2020  dan target pada tahun

2024.



SASARAN DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

SASARAN INDIKATOR SASARAN
BASELINE TARGET INDEKS

2020 2024 RB
Birokrasi 1. Indeks        Perilaku 3,52 4

70-80(SangatBaik)

yang  bersih Anti Korupsi  (IPAK)
danakuntabel (0-5)

2. Indeks   Kapabilitas Level 3 Level 4
APIP (Level  1-5) (Integrated) (Managed)

3. Indeks     Matu ritas Level 3 I,evel 4
SPIP (Level 0-5) (Terdefinisi) (TerkeloladanTerukur)

4. Nilai SAKIP CC (Cukup) 88 (SangatBalk)

5. Opini     BPK     atasLaporanKeuangan WTP WTP

6. Indeks        Kualitas n.a 7,43
Perencanaan (Balk)

7. Indeks     ReformasiHukum n.a Baik

8. Indeks  Tata  Kelola 0 82
Pengadaan  BarangdanJasa(<60-loo) (Kuran8) (Baik)

Birokrasi 1, Indeks 43  (P-3, 60-81  (P-4

yang Kelembagaan Cukup Efektif)
kapabel (1-5) Efektif)

2. Indeks SPBE (0-5) 2,97(Baik) 3,5-4,2(SangatBaik

3. Indcks 69,93 75,00
Pengawasan (Balk) (Sangat
Kearsipan (0-loo) Balk)

4. Indeks 75 81-90
Profesionalitas AS N(0-100) (Sedans) (Tinggi)

5. Indeks              Merit n.a Sangat
System (I-IV) Balk

6. Indeks         KualitasKebijakan(IKK)(<59,99->90) n.a Baik

7. Indeks n.a 75
KepemimpinanPerubahan(0-100) (Balk)



8. IndeksPemerintahanDaerah n.a Balk

9. Indeks PengelolaanKeuanganDaerah n.a Baik

10. Indeks  PengelolaanAset n.a Baik

Pelayanan 1. Indeks     Pelayanan 3,41  (8-) 4,01-4,50
Publik  yang Publik   (0-5) /(A-F) Baik (A-)
Prima denganCatatan (SangatBalk)

2. Survei      Kepuasan 84,14 88,31-100
Masyarakat (a, Balk) (A, Sangat
(1-4/A-D) Baik)

C.  STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam  rangka  memastikan  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  Roc{cZ
Map   Reformasi   Birokrasi   2022-2024   tercapai,    strategi   pelaksanaan

Reformasi   Birokrasi   harus   ditetapkan   sebaik   mungkin.    Roacz   Mczp
Reformasi Birokrasi  2022-2024  ini  menetapkan  hal-hal baru yang tidak

ada    pada     Roac!    Mczp    periode     sebelumnya     namun    juga     tetap
mempertahankan  hal-hal  baik  yang  dianggap   efektif  dari  Roac!  Map

periode  sebelumnya.   Penambahan  hal  baru  tersebut  misalnya  adalah
ditetapkannya   sasaran   dan   indikator   program   yang   terukur   agar
ketercapaian  perubahan  pada  setiap  area  dapat  lebih  dimonitor  secara
riil.  Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari RoczcZ Mcip

periode   sebelumnya  adalah   pengorganisasian   pelaksanaan   Reformasi
Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan

quzcfe tui.us pada tingkatan nasional dan instansional.

Secara  umum  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  dibagi  ke  dalam
dua   tingkata.n   pelaksanaan,   yaitu   Nasional,   dan   lnstansional.   Pada
tingkat   nasional,   pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi   dibagi   ke   dalam
tingkat pelaksanaan Makro dan Meso, yang keduanya dilaksanakan oleh
Kementerian/I.embaga.   Selanjutnya   untuk   Instansional,   disebut  juga
dengan      tingkat      pelaksanaan      mikro      mencakup      implementasi
kebijakan/ program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada masing-
masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.
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Beranjak    dari    hal    tersebut,     maka    Pemerintah     Ka.bupaten
melaksanakan  reformasi  birokrasi dalam tingkatan  instansional  sebagai
upaya  percepatan   Reformasi  Birokrasi  yang  selaras  dengan   program
Reformasi Birokrasi nasional, dan RPJMD Kabupaten.

Selan].utnya  dalam  kaitan  dengan  pencapaian  sasaran  reformasi
birokrasi dalam tingkatan instansional dimaksud, pelaksanaan reformasi
berfokus pada pelaksanaan 8  (delapan)  area perubahan,  serta harapan-
harapan reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan antara lain :

No. SASARAN REFORMASI
HARAPANBIROKRASI DAN AREA

PERUBAHAN
1, Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Deregulasi Kebijakan Terwujudnya sistem hukum yang
integratif, harmonis dan kondusif
dalam penyelenggaraan
pemerintahan

Penguatan Akun tabilitas •  Terwujudnya  anggaran  berbasis
kiner].a/tata     kelola     keuangan
yang baik

•  Menguatnya  manajemen  kinelja
dalam sistem pemerintahan yang
efektif,    efisien,    dan   akuntabel
dengan    target    predikat    nilai
SAKIP A

•  Opini BPK terhadap LKPD WTP
•  Meningkatnya        kepemimpinan

yang        tram sformatif        untuk
memperbaiki kinerja birokrasi

Pengu atan Pengawasan •  Meningkatnya       sarana       dan
prasarana                    pengaduan
masyarakat     dan     optimalisasi
penggu naan       aplikasi       S P4N
Lapor!                           ( Penyelesaian
Pengaduan).

•  Penguatan     partisipasi     publik
pada  perencanaan,  pelaksanaan
dan                               pe n gawasan
penyelenggaraan pemerintahan

•  Penguatan SPIP di setiap SKPD
•  Meningkatnya                    kualitas

pembinaan     dan     pengawasan
internal (APIP)•Terciptanyapengawasan    yang



•  Terciptanya    pengawasan    yang
independen,      profesional      dan
sinergis

•  Seluruh       jabatan       Pimpinan
Tinggi,    jabatan    administrator,
dan Pengawas menyusun LHKPN
dan menyampaikannya ke KPK

•  Seluruh   rencana   aksi   program
pembe rantasan                  korup si
terintegrasi     pada     Pemerintah
Kabupaten   dapat   dilaksanakan
dan        Penguatan        komitmen
pimpinan    dari    level    tertinggi
hingga      terendah      di      dalam
pelaksanaan    pencegahan    dan
pemberantasan koru psi

2. Birokrasi yang kapabel
Manajemen Perubahan •  Meningkatnya                  /di7'ness,

transparansi,      profesionalisme,
dan      nondiskriminatif     dalam
sistem pemerintahan

•   Menguatnya       integritas       dan
budaya    anti    korupsi     dalam
birokrasi dan penguatan agertt a/
c7ttznge   (agen   perubahan)   atau
rol,e rnodel.

Penataan Organisasi Tertatanya   kelembagaan   instansi
pemerintah  yang  berbasis  kinelja
dan prinsip efisensi

Penataan Tatalaksana •   Meningkatnya  pengelolaan  aset
daera.h.

•   Meningkatnya        tata        kelola
kearsipan        dengan        indeks
kearsipan tinggi

•   Terwujudnya  UKPBJ   Center  of
Excelent (CoE)  I,evel 5

•   Terintegrasinya sistem informasi
dalam  mendukung pelaksanaan
e-got)er7menf     sehingga     dapat
menciptakan   pelayanan   publik
yang    responsif    dan    berdaya
saing.

•   Indeks SPBE mendapat predikat
nilai 4 .

•   Terciptanya   proses   bisnis   dan
SOP   yang   sederhana,   mudah
dan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi



Penataan  Manajemen  SDM •   Meningkatnya     profesionalisme
Aparatur ASN     berbasis     sistem     merit

dengan         penilalan         indeks
profesionalisme    ASN    kategori
sangat  baik  dan  diterapkannya
TPP berbasis kinerja

•   Komitmen       dan       konsistensi
penegakan     disiplin     terhadap
AS N           yang           melakukan
pelanggaran     dan     pemberian
reward yang jelas terhadap ASN

3. Pelayanan Publik yang Prima
Peningkatan              Kualitas •   Meningkatnya inovasi baru  dan
Pelayanan Publik pengembangannya              dalam

pelayanan publik
•   Meningkatnya                     kinerja.

pelayanan publik
•   Meningkatnya          keterbukaan

informasi          publik          dalam
pelayanan publik.

•   Terbentuknya    Mall    Pelayanan
Publik.
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E.   OUTCK WTIVS PROGRAM DAN KEGIATAN 2022-2024

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011  tentang Pedoman

Pelaksanaan  OL".cfe  W/ijns,  ba.hwa.  gut.cfe  z{ri7'is merupakan  aktivitas  nyata

yang   manfaatnya   dapat   dirasakan    secara   cepat   oleh   pemangku
kepentingan utama balk ekstemal maupun internal organisasi. Aktivitas
tersebut  merupakan  kegiatan  yang  terkalt  dengan  core  bws].7iess,  dan

berasal  dari  program-program  reformasi birokrasi yang terdapat dalam
Rocic! Mcip  Reformasi  Birokrasi yang  memberi  dampak  perbaikan  besar

dan dapat segera dirasakan oleh para pemangku kepentingan organisasi

yang bersangkutan.

Selanjutrrya,        berdasarkan        Peraturan        Menteri        Negara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  25
Tahun 2020 tentang Roac! Mcap Reformasi Birokrasi 2020-2024, seluruh

K/L/D harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai quick wins
utama pada tahun  pertama dan  maksimal tahun  kedua  periode  2020-
2024  (qui.cfe  ztdris  ma7tczci€o7t/).  Penyederhanaan  birokrasi  ini  dilakukan

dengan   penyetaraan  jabatan   administrator,  jabatan   pengawas,   dan

jabatan   pelaksana   ke   dalam  jabatan   fungsional.   Namun   demikian,
apabila dirasa perlu, K/L/D dimungkinkan menambah qu..ck zo{ns selain

penyederha.naan   birokrasi   (qut.cia   tui.ms   mandiri)   sesuai   denga.n   isu
strategis,    karakter    organisasi,    serta    sumber   daya   yang   dimiliki,
sebagaimana   tahapan/langkah-1angkah   perumusan   dan   penetapan

quicfe zuz.7ts di atas.

Sejalan     dengan     amanat     tersebut,     Pemerintah     Kabupaten
menerapkan  OzJ[cfe  Wijus  Refomasi  Birokrasi  tahun  2022-2024  sebagal

berikut :

1.     Penyederhanaan I3irokrasi (qu].cfe z".ns mondcztorgr);

2.    Penerapan cash Management system (CMS);

3.     Penerapan   TNDE   (e~TND)   di   Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten

Kubu Raya;
4.     Penerapan MPP (Mall pelayanan publik);

5.    Peningkatan    Sarana    dan    Prasarana    Teknologi    Informasi    dan
Komunikasi yang terintegrasi  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten

Kubu Raya;

6.    Pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis online;
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7.    Penerapan zona Integritas di seluruh OPD;

8.     Penerapan LHKPN dan LHKASN;

9.     Penerapan e-SAKIP.

10.  Pembangunan Satu Data.

51



BABV
MANAJEMEN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

A.  PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  dapat  berjalan  dengan
baik,  maka  perlu  dilakukan  pengelolaan  yang  baik  pula.  Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya dalaln upaya percepatan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi

telah  dilaksanakan  secara  masif  dan  komprehensif oleh  semua  SKPD
telah  dibentuk  tim yang bexperan  untuk menggerakkan  dan  mengelola
Reformasi   Birokrasi   agar   seluruh  rencana  aksi  dapat  dilaksanakan
sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan.  Adapun tim penggerak

(tim kelja) dan pengelola Reformasi Birokrasi dimaksud yaitu :

1.  Tim Kelja Reformasi Birokrasi

a.  Tim  Kerja  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya

terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana yang telah ditetapkan
melalui  Keputusan  Bupati  Nomor   16  Tahun  2020  tentang  Tim
Kelja Reformasi Birokrasi Kabupaten Kubu Raya.

b.  Tim    Kelja    Reformasi    Birokrasi    SKPD.    Seluruh    SKPD    telah

membentuk  Tim  Kelja  Reformasi  Birokrasi  dilingkungan  kerjanya

masing-masing dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.

Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung].awab,  tim  kelja  reformasi
birokrasi   berperan   sebagai   penggerak,   pelaksana   dan   pengawal

pelaksanaan  Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi dan unit
kelja  di  dalamnya  sehingga  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  sesuai
dengan  RoczcZ Map dan  Rencana Aksi  Reformasi Birokrasi   yang telah

ditetapkan   Tim   Kerja   Reformasi   Birokrasi   Pemerintah   Kabupaten
Kubu   Raya   dalam   mewujudkan   sasaran   dan   tujuan   Reformasi
Birokrasi,     khususnya    melalui    pelaksanaan    8     (delapan)     area

perubahan Reformasi Birokrasi.
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2.  Agen Perubahan

Agen   Perubahan   Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Raya   ditetapkan
melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 631 Tahun 2020 tentang
Agen Perubahan Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah   Kabupaten.   Agen   perubahan   berperan   secara  intensif

dalam  merencanakan  perubahan  nilai~nilai  budaya  kerja  dan  pola

pikir   serta   mengimplementasikannya   dalam   perilaku    sehari-hari
sehingga    menjadi    teladan    (rote    moc!eo    bagi    Pegawai    lainnya.

Selanjutnya,   seluruh   SKPD   di   lingkungan   Pemerintah   Kabupaten
telah  membentuk  agen  perubahan  dilingkungan  kerjanya  masing-
masing yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.

3.  Tim Asesor PMPRB SKPD

SKPD    membentuk    tim    asesor    Penilaian    Mandiri    Pelaksanaan

Reformasi  Birokrasi  (PMPRB)  yang  merupakan  ujung  tombak  sistem
PMPRB  onzt.rte.

8.  MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring      pelaksanaan      Reformasi      Birokrasi      Pemerintah
Kabupaten  Kubu  Raya dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan
kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.  Monitoring dilakukan  sebagai
sarana  untuk menilal  rencana aksi yang dituangkan  dalam  Roac! Mczp
reformasi birokrasi apakah telah  beljalan sesuai dengan jadwal,  target-
target    dan    tahapan    sebagaimana    telah    ditetapkan.    Dari    proses
monitoring akan dilakukan  berbagai koreksi dan  catatan yang menjadi

pedoman    dalam    memperbaiki    pelaksanaan    Roacz    Mcip    Reformasi
Birokrasi   kedepannya,    sehingga   tidak   teljadi   lagi   kesalahan   dan
kegagalan    dalam    pelaksanaannya    dan    target    target    yang    telah
ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan
metode berj enjang, diantaranya adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi tingkat SKPD

1. Pertemuan    rutin    dengan    pimpinan    unit/satuan    kerja    untuk
membahas  kemajuan,  hambatan  yang  dihadapi,  dan  penyesuaian

yang    perlu    dilakukan    untuk    merespon    permasalahan    atau
perkembangan lingkungan strategis.
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2. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran  target-target  kegiatan  dan  program  reformasi  birokrasi

sebagaimana diuralkan dalam Roac! Map dengan realisasinya;
4. Pengukuran target-target kegiatan dan program Reformasi Birokrasi

internal SKPD;

5. Pertemuan  dalam rangka percepatan reformasi birokrasi  setidaknya
6 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.

b. Monitoring dan Evaluasi tingkat Kelompok kelja
1. Pertemuan   rutin   dengan   pimpinan   unit/satuan   kelompok   kerja

reformasi  birokrasi  untuk  membahas  kemajuan,   harnbatan  yang
dihadapi,  dan  penyesuaian  yang  perlu  dilakukan  untuk  merespon

permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengukuran  target-target  sasaran  Reformasi  Birokrasi  sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
4. Pertemuan  dalam rangka percepatan reformasi birokrasi  setidaknya

3 bulan sekali yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Pelaksana.
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BAB VI

PENUTUP

"Kepong    Bakol"     Pelaksanaan     Reformasi     Birokrasi     Pemerintah

Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menciptakan

pemerintah yang bersih,  akuntabel,  dan kapabel,  sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek KKN.
Ditengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan kualitas pelayanan

publik    yang    prima.    Kepercayaan    masyarakat    terhadap    Pemerintah
Kabupaten  Kubu  Raya harus terus dibangun dan dijaga agar tercipta tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Melalui   penyusunan   Roczc!   Map   Reformasi   Birokrasi   Pemerintah

Kabupaten    Kubu    Raya    2022-2024    merupakan    bentuk    pelaksanaan
Reformasi  Birokrasi  di  Kabupaten  Kubu  Raya  yang  disusun  dalam  satu
kesatuan  dokumen  yang  berisi  mengenai  arah  pelaksanaan  kegiatan  dan
aktivitas  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  yang  mengacu  pada  Peraturan
Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang  Graricz DesjgrL Reformasi  Birokrasi

Nasional 2010-2025.

0leh karena itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara bersama-
sarna   berkomitmen    untuk   melaksanakan    Reformasi   Birokrasi   secara
bersungguh-sungguh   dan   terukur   agar   terwujudnya   Kabupaten   yang
bahagia,    bermartabat,    terdepan,    berkualitas    dan    religious,    sehingga
berkontribusi nyata mewujudkan visi

Diundangkan di Sungai Raya
3`      D.i;evt>®r    3o}\

DAERAII KABUPATEN K

.,`-Jif:i:-

Indonesia

BU RAYA,

UPATI KUBU RA

Ju.

YUS~\ANIZAM
BERITA i      DAERAH KA13UPATEN KUBU RAYA TAIIUN...?.?.!`..  NOMOR..`.`.¢...
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